
ABSTRAKSJ 

T INJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERANAN 
KOMIS! PEMILll-IAN UMUM DALAMMEMILIH ANGGOTA LE GISLATIF 

BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 12 TAHUN 2003 
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utafu°) 

OLEH 

PURNAMA SAR I 
NPM : 00 840 0109 

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Keberadaru1 KPU diamr di dalam Kepmusru1 Presiden No. 70 Tahun 2001 
Tentru1g l'cmbenmkan Komisi Pcmilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
adalah sebuah Jembaga publik yang secara penuh mengabdi untuk kepemingan publik 
dalam kontcks pcmilu, dan disebabkan hal terscbut KPU pada batasan tertemu 
memang harus terbuka untuk diakses oleh publik dengan berbagai cara dan berbagai 
kepenlingan. Hal ini sesllili dengan Pasal I Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 : 
(I) Membentuk Komisi Pemilihan Um um yang selanjutnya disebut KPU. 
(2) KPU sebagaiman dimaksud d alam ayat (I) adalab badan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang independent dan non partisan. berkedudukan di lbukota 
Negara. 

Membahas KPU sebagai suam dimensi hukum khususnya I lukum 
Administrasi Negara adalah suatu hal yang menarik. selain disebabkru1 peran 
senlralnya tmtuk melangsungkan pcmilu scbagai suatu sistcm legak:nya demokrasi 
juga disebabkan tugas pelaksanaan pemilu yang di akhir-akhir ini sering digambarkan 
sebagai suatu bentuk kegagalan kerja KPU. KPU terbit dari kebijakan-kebijakan 
publik yang diurus oleh scgelintir mrurnsia yang disebut DPR RI, yang masing-masing 
aJJggota DPR-RI tersebut terikat dengan sistem yang membentuknya. Atau dengan 
perkataan lain anggota DPR-Rl terikat dengan sistem kepartaianuya yang 
mcngirimkan mereka menjadi anggota DPR. 

Adapun permasalahan yang diajukan dalaJJ1 pembahasan skripsi ini adalah : 
Apakah yang rnenjadi hambatan Hukwn Administrasi Negara dalrun tataJJan kerja 
KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kola Medan, Bagaimana sebenarnya 
hubungan aJJlara Hukum Administrasi Negara dengan tugas-tugas KPU dalam 
pelaksanaan pemilihan umU11L 

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka dikctahui : Pcmilihan 
Umum mcrupakan suatu "transmission of belt"'. schingga kekuasaan yang berasal dari 
rakyat dapat bcralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam 
bentuk wewenang-wewenang. Pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyal. 
Pemilihan Umum dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana pengbubung 
antara infra struktur politik atau kchidupM politik di lingkungan Pcmerintahan. Kaitan 
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Hukwn Adminisrrasi l\cgarn dcngnn fungsi KPU dalam pelaksannnn pcmilihan umum 
adalah sebagai suatu badan negara ) ang indepeden dnn tidak memihak siapa-siapa 
khususnya dalam pcnyclcnggaraan pemilu. Sebagai suntu badan negara maka 
akcivitas-akti\'ilas KPU udalah aktivitas aparatur negara yang menjalankan cugas di 
bidang pemilihnn umum. Schingga KPU adalah suatu organ bogi berjalanuya 
demokrasi di lndonesia dan hat terscbut adalah rugas ncgara khususnya dalam 
mcniugkalkan kesadaran politik bagi warganya. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




